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KATA PENGANTAR 

 
Indonesia merupakan suatu negara yang memiliki begitu banyak 

keragaman. Indonesia memiliki keragaman yang begitu banyak, mau itu 

pada budaya, sumber daya, geografi, suku, ras, dan masih banyak lainnya. 

Keragaman ini membuat Indonesia itu unik dari pada negara lain. Tentu 

dengan keragaman dengan keragaman itu datang tantangan tersendiri 

bagi negara Kesatuan Republik Indonesia. Banyak perbedaan yang datang 

dengan keragaman itu yang membuat sulitnya pemakaian sumber daya 

yang dimiliki dengan efektif. Untuk dapat memberdayakan sumber daya 

yang efektif diperlukannya pemerintahan daerah yang dapat dengan baik 

memanfaat kan sumber daya yang ada dengan pengelolaan yang baik.  

Pengelolaan akan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sangat 

dibutuhkan oleh masyarakat setempat agar dapat terjadi perkembangan 

daerah dengan baik. BUMDes membawa sebuah tujuan yang besar bagi 

masyarakat, dengan adanya BUMDes diharapkan pemerintah desa dapat 

melakukan berbagai usaha dan pemberdayaan sumber daya manusia 

dengan baik. Dengan adanya BUMDes diharapkan masyarakat 

mendapatkan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencari dan bahkan 

membuat mata pencaharian baru sehingga ekonomi masyarakat dan 

tujuan negara, yaitu kesejahteraan umum bagi rakyat Indonesia, dapat 

tercapai. Untuk mencapai tujuan tersebut dibutuhkannya sebuah 

pengelolaan keuangan yang baik, terutama pengelolaan Akuntansi.  

Pada masa kini pengelolaan yang baik dibutuhkan sebuah perhitungan 

akan dana dan lalu lintas keuangan dengan baik. Pengelolaan akuntansi 

dari BUMDes merupakan suatu hal yang sangat signifikan akan 

perkembangan BUMDes. Akuntansi dari BUMDes juga menjadi indikasi 

kepercayaan bagi masyarakat terhadap pemerintah desa, karena 

masyarakat akan melihat dari sana, dana yang didapatkan akan dipakai 
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dan disalurkan ke mana saja. Maka dari pada itu pengelolaan Akuntansi 

yang baik sangat diperlukan.  

Semoga kehadiran buku ini memberikan manfaat bagi semua kalangan 

baik akademik maupun non akademik, sebagai upaya mendukung 

terwujudnya ekonomi berkelanjutan dan menyambut Indonesia Emas 

2045. Penulis menyadari bahwa tulisan ini jauh dari kata sempurna, 

sehingga masukan positif yang membangun sangat diharapkan sebagai 

peningkatan kualitas dimasa yang akan datang.  

 

 

 

 

Karawang, 10 Mei 2022 

 

 

 

Dr. H. Sihabudin, S.E., M.M. 
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BUMDes: MANAJEMEN KEUANGAN 

 
esa merupakan daerah yang menjadi cermin akan baik atau 

buruknya pemerintahan sebuah negara. Desa merupakan wajah 

pemerintah sebuah negara yang berarti baik dan tertata nya 

sebuah desa, menandakan baik dan tertatanya sebuah negara. 

Sebuah negara tidak dikatakan negara yang maju jika masih 

banyak memiliki desa-desa tertinggal dan lambat dalam pembangunan 

menuju dunia modern. Desa sendiri merupakan sebuah wilayah yang 

spesifik dan memiliki taat hukum yang memiliki sistem pemerintahan 

sendiri dan diketuai oleh seorang kepala desa. Pemerintah menghadirkan 

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai sebuah langkah pembangunan 

desa agar menjadikan desa tersebut lebih maju dan terdepan, serta dapat 

mengikuti perkembangan teknologi dan industri modern di dunia. 

Hadirnya lembaga BUMDes tentu dibutuhkan pengelolaan yang optimal 

agar dapat benar-benar menjadi sebuah sarana pemajuan desa-desa 

tertinggal. Pengelolaan tersebut dapat dilihat dari bagaimana BUMDes itu 

dikelola dan lebih spesifik lagi, bagaimana pengelolaan keuangan pada 

lembaga BUMDes. Artikel ilmiah ini bertujuan untuk menganalisis 
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KINERJA KEUANGAN BUMDes 

 
istem Informasi Akuntansi merupakan sebuah sistem yang berguna 

untuk memroses segala kegiatan atau proses transaksi atau data 

yang diperlukan pada sebuah lembaga. Hadirnya Sistem Informasi 

Akuntansi sebagai sebuah sarana untuk meningkatkan kinerja 

keuangan sebuah lembaga. Selain itu, pengelolaan keuangan yang 

berupa laporan kegiatan ekonomi yang terjadi di sebuah lembaga juga 

dinilai mampu menjadi opsi untuk meningkatkan kinerja keuangan sebuah 

lembaga, dalam hal ini, BUMDes. Yang demikian itu agar terciptanya asas-

asas dalam kegiatan transaksi yang salah satu yang dibahas pada buku ini 

adalah asas transparansi. Transparansi merupakan sikap penjaminan agar 

pelaku ekonomi mendapatkan informasi yang berkaitan dengan transaksi 

dengan sejelas-jelasnya tanpa ada yang ditutupi. Bahasan pada bab ini 

juga bertujuan untuk mengetahui pengaruh Sistem Informasi Akuntansi 

dan juga pengelolaan keuangan terhadap transparansi kinerja keuangan 

BUMDes yang ada di Indonesia. Hal tersebut meliputi bahwasanya adanya 

pengaruh yang positif dan cukup signifikan dari Sistem Informasi 

Akuntansi dan pengelolaan keuangan terhadap transparansi kinerja 
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BUMDes: SISTEM INFORMASI AKUNTANSI 

 
enggunaan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) merupakan suatu hal 

yang sangat baik jika dapat diterapkan dengan benar. Sistem 

Informasi Akuntansi (SIA) membawa manfaat yang baik bagi 

BUMDes, karena dapat membantu dalam pengelolaan lalu lintas 

dana yang akan terjadi dan sudah terjadi, membantu menjaga aset 

yang sudah dimiliki, membantu dalam mengelola sumber daya manusia, 

dan membantu dalam mengambil keputusan atau langkah berikutnya dari 

BUMDes. Tentu penggunaan dari Sistem Informasi Akuntansi (SIA) ini akan 

bergantung kepada akuntan yang dimana di amanatkan dalam 

pengelolaan dan pencatatan dana yang akan disalurkan. Akuntan 

merupakan individu yang memperoleh keahlian dan kemampuan khusus 

dari tingkat pendidikan dan dibantu akan pengalaman kerjanya dari awal 

menjadi akuntan hingga masa kini. Tentu seorang akuntan juga dapat 

terbantu dengan pelatihan akan penggunaan Sistem Informasi Akuntansi 

(SIA) yang dapat membantunya. Namun apakah pengaruh yang diberikan 

oleh tingkat pendidikan, pengalam kerja, dan pelatihan yang didapat oleh 

seorang akuntan terhadap penggunaan Sistem Informasi Akuntansi (SIA). 
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BUMDes: EKSPEKTASI KINERJA, 

EKSPEKTASI USAHA, DAN MOTIVASI KERJA 

 
ndonesia merupakan negara yang memiliki tujuan penerapan 

kesejahteraan umum bagi masyarakatnya. Mengingat bahwa Indonesia 

merupakan negara yang memiliki keberagaman yang begitu dinamik, 

maka diperlukannya pemerintah yang tahu dan bisa melakukan 

pengelolaan akan sumber daya yang dimiliki. Maka setiap daerah 

memerlukan Badan usaha miliknya sendiri agar dapat melakukan 

pembedayaan sumber daya yang ada secara efektif. Badan Usaha Milik 

Desa (BUMDes) merupakan salah satu sarana yang dimiliki oleh 

pemerintah desa untuk melakukan pembedayaan bagi masyarakatnya. 

Supaya dapat berkembang dengan baik, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) 

membutuhkan pengelolaan akuntansi yang baik agar dana yang dimiliki 

tahu ada berapa banyak dan akan disalurkan ke mana saja. Untuk itu perlu 

juga diketahui apa saja yang mempengaruhi akan pengelolaan akuntansi 

BUMDes. Kita tinjau berdasarkan penelitian ilmiah apakah Ekspektasi 

Kinerja, Ekspektasi Usaha, Dan Motivasi kerja memiliki pengaruh yang 

bersifat positif pada pengelolaan Akuntansi pada BUMDes? 
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BUMDes: PEMASARAN 

 
ndonesia merupakan negara yang masih berkembang dalam segala 

aspek. Perkembangan ekonomi merupakan salah satu cara dalam 

mencapai kesejahteraan umum, sehingga diperlukannya sebuah 

perhatian khusus. Pemerintah dapat membantu perkembangan 

ekonomi melalui badan usaha yang dimiliki. Pemerintah desa melalui 

BUMDes dapat melakukan kegiatan ekonomi dalam desa sehingga 

menghidupkan desa kembali. Pada masa kini pasar yang tadinya tidak bisa 

dimasuki kini bisa dimasuki dengan mudah cukup memakai internet dan 

sosial media. Untuk itu banyak sekali perusahaan dan pesaing yang 

bermunculan. Ini akan memberikan efek yang sangat signifikan akan 

pemasaran yang dilakukan oleh BUMDes. Maka dari itu peneliti merasa 

diperlukan melihat akan pengaruh yang diberikan oleh sosial media akan 

pemasaran BUMDes. Peneliti menggunakan metode studi literatur untuk 

penulisan jurnal ini. Hasil dari penelitian yang dilakukan adalah sosial 

media akan membawa efek yang cukup signifikan pada BUMDes. 

Hubungan dari pengaruh tersebut bisa berupa positif ataupun negatif, hal 

ini bergantung kepada kesiapan BUMDes. 
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